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Abstiact. The purpose of this research is to find out the responsibilities of the Trade Union (SP) organization
towards workers at PT. X, the obstacles faced in improving the welfare or protection of workers at PT.
Sicepat Indonesia, as well as the efforts made to handle and overcome the obstacles encountered in
improving the welfare and protection of workers at PT. X. The results of this study indicate that the
Federation of Indonesian Metal Worker Unions/FSPMI is the name of the trade union organization in
PT.X. The Role of Labor Unions in PT. X is very influential in the welfare of workers, including in being
fair in drafting Collective Agreements (PB or Collective Labor Agreements). this is the role of the
Workers' Union to improve the welfare of workers at PT. X there are no obstacles Workers'
Union/ Federation of Indonesian Metal Workers' Union There is a dispute over rights which has become
one of the obstacles recently According to Article 2 of Law Number 2 of 2004 concerning Settlement of
Disputes Industrial Relations, rights disputes are disputes that occur because a person’s rights are not
fulfilled due to differences in the interpretation and implementation of laws and regulations, work
agreements, company regulations, or collective labor agreements.In accordance with Article 90
Paragraph (1) of the Manpower Act No. 13 of the year 2003 on Wages, "Entrepreneurs are prohibited
from paying wages lower than the minimum wage", this is a rights dispute discussed.

Keywords - The Role of Trade Unions, Worker Welfare, PT. X, Law

Abstiak. Tujuan dari penelitian imda!ah guna untuk mengetahui tanggungjawab dari organisasi Serikat Pekerja
(SP) terhadap pekerja di PT. X, hambatan- hambatan yang dflﬂapf dalam meningkatkan kesejahteraan atau
perlindungan terhadap pekerja di PT. Si Cepat Indonesia, serta upaya - upaya yang dilakukan untuk menangani
dan mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam meningkatkan kesejhteraan dan perlindungan terhadap
EBkerja di PT. X. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia/FSPMI
merupakan nama dari organisasi serikat pekerja yang terdapat di PT.X. Peranan Serikat Pekerja di Perusahaan
PT. X ini sangat berpengaruhnn'am mensejahterakan kaum pekerja, termasuk dalam ikut adil untuk menyusun
Perjanjian Bersama (PB atau Perjanjian Kerja Bersama (PKB). Dan hampir tidak semua organisasi yang terbentuk

Serikat Pekdgja tidak semuanya berjalan dengan mulus dalam menerapkan kesepakatan bersama. Dalam kurun

waktu lama ini peran Serikat Pekerja untuk mensejahterahkan pekerja di perusahaan PT. X tidak ada hambatan.

Serikat Pekerja/Federasi Serim Pekerja Metal Indonesia Ada perselisihan hak yang menjadi salah satu hambatan

baru-baru ini. Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan

Industrial, perselisihan hak adalah perse!isr'm] yang terjadi karena hak seseorang tidak dipenuhi karena

perbedaan interpretasi dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan

perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Sesuai Pasal 90 Ayat (1) dari Undang-Undang Ketenagakerjaan Nemaor

13 tahun 2003 tentang Pengupahan, "Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum”, ini

[Rerupakan perselisihan hak yang dibahas.
Kata Kunci — Peranan Serikat Pekerja, Kesejahteraan Pekerja, PT. X,Undang-undang
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[ PENDAHULUAN

Makna kerja adalah bekerja menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
Selain itu, juga berarti hubungan antar manusia, yang juga berkaitan dengan mempertahankan kelangsungan
hidupnya, meskipun tanpa usaha maka tidak mungkin. Hubungan kerja dilaksanakan berdasarkan perjanjian
kerja yang dibuat berdasarkan kesepakatan para pihak yakni pengusaha, dan pekerja. Masalah
ketenagakerjaan, suka atau tidak suka, berkaitan dengan kelangsungan hidup umat manusia dan berbagai
aspek kehidupan.

13

Perselisihan, menurut gdang-Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan
Hubungan Industrial, adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan perselisihan antara pengusaha dan
pekerja atau serikat pekerja.[1] Serikat pekerja adalah sekumpulan pekerja atau pekerja yang bertujuan
untuk melindungi hak-haknya sebagai pekerja. Tujuan didirikannya serikat ini adalah agar perusahaan dapat
mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan hak-hak pekerja. Serikat pekerja terdiri dari
pekerja dan ahli hukum. Telah terjadi insiden di PT. X di Indonesia melanggar ketentuan Pasal 90 (1) UU
Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 Republik Indonesia. Pengusaha tidak boleh membayar upah di bawah
upah minimum..

Dalam segi ketenagakerjaan terbentang berbagai masalah seperti banyaknya upah pekerja yang
kurang tidak sesuai dengan UMR. Dalam Undang-undang Ketenagakerjaan Pasal 90 ayat (1) “Larangan
memberi Upah pekerja atau buruh dibawah UMR yang telah ditentukd)”. Dengan mempertimbangkan kondisi
tenaga kerja saat ini, diperlukan undang-undang untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi
tenaga kerja kit, baik yang sedang bekerja maupun yang telah bekerja setelah hubungan kerja berakhir.
Salah satu permasalahan ketenagakerjaan saja masih belum bisa di pahamkan pada semua orang terkait
sehingga munculnya permasalahan antara pengusaha dengan para buruh pekerja. Kita tidak bisa
mendudukan permasalahan ini dengan benar sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku saat ini
sehinga persoalan bangsa ini bisa diselesaikan atas kerjasama yang harmonis.

Seperti halnya yang terjadi pada PT. X terdapat perbedaan gaji yang diterima tiap perbulan yang
tidak tetap maka para pekerja tersebut berkonsultasi pada pengurus Serikat Pekerja di Sidoarjo untuk
mencari solusi akan permasalahan tersebut. Para pekerja berselisih dengan pihak perusahaan sehinggah
memberikan laporan kepada pengawas. Dalam laporan tersebut terdapat beberapa laporan yakni Upah
dibawah UMK, status hubungan kerja, dan upah jam kerja atau upah lembur yang tidak dibayarkan. Jika
dihitung sesuai dengan ketentuan Undang-undang. Oleh karena itu pentingnya serikat pekerja pada suatu
perusahaan. PT. X tersebut perlu adanya serikat buruh yang langsung menaungi karyawan di tempat
bekerjanya.

Berdasarkan pengertian diatas, maka rumusan permasalahan yang akan dibahas di dalan penulisan
penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Apakah orgarfilasi Serikat Pekerja sudah melaksanakan tanggungjawab di PT. X mengenai tidak
terpenuhinya hak-hak pekerja sesuai dengan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomaor 13
Tahun 2003?

Oleh karena itu, menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2003, perlindungan tenaga kerja
bagi pekerja harus menjamin hak-hak dasar pekerja atau tenaga kerja serta kesempatan dan perlakuan yang sama tanpa
diskriminasi, untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja atau pekerjanya. keluarga memperhatikan perkembangan
kehidupan komersial.
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[[A MEroDE

Metode penulisan yang dilakukan dalampenulisan ini adalah dengan menggunakan pendekatan
Yuridis Normatif ialah pendekatan dengan melihat peraturan perundang-Undangan Ketenagakerjaan
disamping pendekatan secara sosiologi adalah pendekatan dengan melihat kenyataan dalam praktek
sejauh mana peraturan-peraturan Undang-undang tersebut dilakukan. Metode penelitian yang digunakan
dalam berbentuk pengumpulan dan menganalisa bahan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis
normative. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah sekunder data ini diperoleh dari Pihak pengurus
Organisasi Serikat Pekerja dan dari berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan
pembahasan ini.

. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tanggungjawaban Serikat Pekerja

Dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja, keberadaan SP masih
menimbulkan banyak masalah. Ketidakmandirian Serikat Pekerja (SP) adalah masalah utama di era
modern. Serikat Pekerja ialah organisasi yang dibuat oleh pekerja atau buruh diperusahaan maupun
diluar perusahaan. Serikat Pekerja ini bersifat terbuka, demokratis, ﬂaas, mandiri dan
bertanggungjawab. untuk mendukung, melindungi, dan mempertahankan hak-hak dan kepentingan
pekerja atau buruh serta meningkatkan kesehatan pekerja atau buruh dan keluarganya. Federasi
serikat pekerja(FSPMI) ialah gabungan serikat pekerja atau serikat buruh. Konfederasi serikat pekerja
adalah federasi serikat pekerja atau buruh yang bersatu..

Serikat pekerja atau serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja memiliki beberapa fungsi,
sebagai berikut[2] :
1. Serikat pekerja sebagai salah satu pihak dalam pembuatan surat perjanjian kerja bersama dan
sebagai penyelesaian perselisihan dalam hubungan industrial;
2. Serikat pekerja merupakan wakil dari pekerja dalam lembaga kerja sama di bidang
ketenagakerjaan; 5
3. Serikat pekerja membantu mewujudkan hubungan industrial yang adil, harmonis, dan dinamis
sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
4. Serikat Pekerja adalah sarana untuk menyuarakan aspirasi dan memperjuangkan hak-hak dan
kepentingan anggotanya.;
5. 5. Organisasi pekerja bertanggung jawab atas persiapan, pelaksanaan, dan penanggungjawab
mogok kerja sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Serikat pekerja memiliki beberapa tujuan yakni untuk memberikan perlindungan, pembelaan hak
dan kepentingan pekerja, serta meiningkatkan kesejahteraan yang baik bagi pekerja atau buruh[3].
Serikat pekerja bermanfaat sebagai sarana komunikasi, sarana sebagai penyampaian pesan terhadap
kondisi perusahaan dan sebagai motivator bagi pekerja.

Semua pekerja memiliki hak untuk membentuk serikat pekerja yang terdiri dari kurang lebih
sepuluh pekerja. Seorang pekerja tidak boleh mefiladi anggota lebih dari satu serikat pekerja disatu
perusahaan. Apabila seorang pekerja memegang jabatan tertentu di dalam sebuah perusahaan dan
jabatan tersebut menimbulkan konflik antara pekerja dan pengusaha, pekerja tersebut tidak boleh
menjadi pengurus serikat pekerja perusahaan tersebut[6].

Perusahaan tidak boleh menghalarfl dan memaksa pekerja untuk tidak membentuk, menjadi
anggota, atau membentuk pengurus, dengan cara melakukan pemutusan hubungan kerja, tidak
membayar upah pekerja, dan mengurangi upah pekerja.[7] ffBhgusaha harus memberikan kesempatan
kepada pekerja untuk membentuk serikat pekerja, menjadi pengurus atau anggota serikat pekerja dan
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menjalankan kegiatan serikat pekerja dalam jam kerja yang disepakati oleg kedua belah pihak atau
yang diatur di perjanjian kerja bersama atau PKB.

Di penelitian ini saya mengambil salah satu kasus terbaru yang telah diselesaikan oleh Organisasi Federasi
Serikat Pekerja Metal Indonesia secara perundinngan Birpatit dengan perusahaan PT. X.

Kasus PT. X

PT. X adalah Perseroan Terbatas yang menyediakan layanan jasa yang bergerak dalam bidang
jasa eksepedisi yang berdiri sejak di tahun 2014. Perusahaan ini beralamat JL. Ir. Juanda 44 Nomor 123 -
124 RT.007 RW.020, Kel. Kebon Kelapa, Kec. Gambir, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus |bu Kota Jakarta
10120. Perusahaan ini memiliki cabang beralamat di PT.X di Surabaya, kurang lebih sebanyak 300
karyawan pekerja di cabang ini.

Membahas mengenai kasus perselisihan hak yang terjadi pada perusahaan PT.X. Perselisihan hak

adalah perselisihan yang timbul karena adanya hak yang tidak terpenuhi, yang telah dijelaskan dalam
Pasal 2 Undang - Undangan Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan
Industrial.
Sehingga ada 128 karyawan/pekerja PT. X yang mengalami perselisihan hak yaitu Kekurangan Upah.
Maka 128 pekerja ini telah bergabung di Organisasi Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia karena ingin
memperjuangkan hak - hak mereka/pekerja. Dalam permasalahan mengenai pekerja kekurangan upah
ini akan dilindungi hak-haknya oleh organisasi Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia. Serikat Pekerja
berupaya untuk menuntut perusahaan mengenai kekurangan upah yang dialami 128 Pekerja agar segera
dibayarkan atau diberikan kepada pekerja yang bersangkutan.

Maka pihak pengurus Organisasi Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia melakukan
pengumpulan data - data bukti seperti : berita acara, identitas (KTP), slip gaji, mutasi rekening, surat
keterangan kerja dan UMK Surabaya terbaru (sesuai dengan penempatan cab). Jika semua berkas telah
terlengkapi maka pengurus Organisasi Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia berhak menuntut
Perusahaan untuk ganti rugi atau membayarkan kekurangan upah. Selama proses musyawarah dan
mufakat tidak ada titik temunya atau tidak berhasil mencapai mufakat.

Sebelum menuju ke Gugatanfffij Pengadilan Hubungan Industrial melalui proses Birpatit terlebih
dahulu yang sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Birpatit adalah perundingan antara pengusaha atau
gabungan pengusaha dan pekerja atau serikat pekerja dalam satu perusahaan yang berselisih. Maka
ketika terjadinya perselisihan industrial wajib diupayakan untuk melalui perundingan birpatit terlebih
dahulu secara musyawarah untuk mencapai suatu mufakat. Dalam peraturan proses perundingan birpatit
ini ialah harus diselesaikan dalam waktu 30 hari (1 bulan) akan tetapi jika dalam jangka waktu terfbut
belum mencapai mufakat atau menolak berundingan maka perundingan birpatit ini akan dinyatakan gagal
sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Jika apabila perundingan birpatit ini mencapai kata
kesepakatan, maka dibuatlah perjanjian bersama yang akan ditanda t&igani oleh para pihak
(Perusahaan, Serikat Pekerja, dan Pekerja) yang harus sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Ayat 1 dan Ayat
(2) Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaf§lill Perselisihan Hubungan Industrial.
Setelah melakukan perjanjian bersama harus didaftarkan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada
Pengadilan Negeri di daerah wilayah setempat. Maka jika perjanjian tersebut tidak dipenuhi salah satu
pihak, maka pihak flang dirugikan dapat mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Hubungan
Industrial tersebut menurut Pasal 7 Ayat (3) dan Ayat (5) Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2004
tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

PT. X dan Pengurus Organisasi Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia telah melakukan
perundingan birpatit yang telah mencapai suatu kesepakatan atau mencapai mufakat. Maka Pihak PT. X
[#Blakukan sebuah Perjanjian Bersama dengan Pihak Organisasi Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia
sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang dimana kedua belah Pihak yaitu Pihak PT. X
dengan Pengurus atau Kuasa Hukum dari Organisasi Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia telah
membuat Perjanjian Bersama, yakni :
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1. Bahwa Pihak PT.X sepakat untuk memberikan Pembayaran Kekurangan UMK Pihak Kuasa
[ERkerja dari Serikat Pekerja dengan total nominal sebesar Rp. 1.984.644.525 (satu miliyar
Sembilan ratus delapan puluh empat ratus juta enam ratus empat puluh empat ribu lima
ratus dua puluh lima rupiah) dengan nama-nama pekerja 128 (terlampir);

2. Pihak Kuasa Pekerja dari Serikat Pekerja Buruh sepakat untuk menerima pembayaran
[EBkurangan UMK Pekerja dengan total nominal sebesar Rp. 1.984.644.525 (satu miliyar
Sembilan ratus delapan puluh empat ratus juta enam ratus empat puluh empat ribu lima
ratus dua puluh lima rupiah);

3. Adanya pemberian kompensasi oleh Pihak PT.X kepada Pihak Kuasa Pekerja Serikat akan
dilakukan dengan mekanisme pembayaran Termin-1 25% dan Termin-2 75%, yang dibayarkan
pada minggu pertama bulan Februari 2023 melalui transfer;

4. Kedua belah pihak sepakat dalam hal kemudian har tidak akan memperselisihkan kembali
atas masalah kekurangan Upah terhadap UMK yang diberikan oleh Pihak PT.X kepada Pihak
Kuasa Serikat Pekerja;

5. Kuasa serikat pekerja untuk tidak melakukan tuntutan atas kekurangan Upah UMK karyawan
dari Pihak PT.X;

6. Pihak PT.SiCepat telah sepakat dengan kesepakatan yang dibuat di poin 1- poin 5.

Maka Organisasi Federasi Serikat Pekerja Buruh Metal Indonesia telah berhasil
menyelesaikan perselisihannya hak kekurangan Upah yang telah terjadi di PT.X sesuai dengan
peraturan per-Undang-Undangan dan Tanggungjawab dari adanya Organisasi Federasi Serikat
Pekerja Buruh Metal Indonesia dalam perﬁiungan hak pekerja di PT. X.

14

2, Fungsi Serikat Pekerja FSPMI dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang

Ketenagakerjaan

Dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 ayat 102 disebutkan bahwa dalam
menjalankan usaha di lingkungan industri, pekerja dan serikat pekerja mempunyai tanggung jawab
untuk melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan kewajibannya, melaksanakan tugasnya. beretika,
melaksanakan tugasnya tepat waktu, melaksanakan tugasnya secara demokratis, melaksanakan
kewajibannya kepada pemberi kerja, dan melaksanakan kewajibannya kepada masyarakatnya.[5].

Pasal 88 dan 98 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 menetapkan kebijakan pengupahan yang
melindungi pekerja. Ayat 4 Pasal 88 menyatakan bahwa "Pemerintah telah menetapkan upah minimum
berdasarkan sesuai dengan kebutuhan hidup layak dengan memperhatikan produktivitas serta
pertumbuhan ekonomi. Maka para pengusaha dilarang membayar upah di bawah upah minimum
sebagaimana yang disebutkan di atas.” Untuk menetapkan upah minmum, serikat pekerja harus
berunding dengan perusahaan jika pekerja tidak dapat bernegosiasi, berundiff} atau membuat
keputusan tentang tingkat upah, jam kerja, kondisi kerja, dan masalah keamanan kerja.

Menurut Pasal 1 Ayat 25 dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, "Pemutusan Hubungan
Kerja (PHK) ijalah berakhirnya hubungan kerja karena adanya suatu hal yang mengdffiatkan
berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja dengan pengusaha. Maka serikat pekerja berjuang
melindungi pekerja-pekerjanya yang telah menjadi anggotanya agar mereka tidak sampai diputugiin
hubungan kerjanya dan memastikan bahwa pekerja mendapatkan jaminan yang memadai tentang hak
dan kewajiban mereka. Serikat pekerja membantu pekerja yang mengalami pemutusan hubungan
kerja (PHK) untuk mendapatkan hak-hak mereka sesuai dengan undang-undang, hak-hak yang
ditetapkan dalam undang-undang, dan hak-hak yang ditetapkan dalam perjanjian kerja bersama.
Selain itu, serikat pekerja menawarkan bantuan hukum, juga dikenal sebagai advokasi, agar
perusahaan tidak bertindak sewenang-wenang. [4]
Selain membantu dan mendukung dalam proses penyelesaian masalah upah dibawah minimum,
serikat pekerja juga menawarkan saran kepada pimpinan unit kerja dalam masalah upah dibawah
minimum atau UMK [8]. Saran ini diberikan ketika unit kerja mengalami kesulitan untuk menemukan
€Blusi atau titik temu dalam proses penyelesaian masalah upah dibawah minimum. Sebagai wakil atau
kuasa dari pekerja, serikat pekerja dilembagakan dalam hubungan industrial untuk menyuarakan
kepentingan, pandangan, dan aspirasi pekerja sehingga para pihak yang berselisih dapat bersatu.
Serikat pekerja bertindak sebagai pendamping yang baik baik di dalam maupun di luar pengadilan
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dalam menangani masalah hubungan industrial, terutama u@dh di bawah UMK. Mereka juga
memberikan bantuan hukum, termasuk konsultasi dan pembelaan di dalam maupun di luar pengadilan.

Jika tujuan dari Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ditemukan,
tujuan tsebut dijelaskan dalam Pasal 4, yang bertujuan sebagai berikut:

1. Memberdayakan dan Mendayagunakan tenaga Kerja secara Manusiawi dan Optimal
Penjelasan Pasal 4 huruf (a) berbunyi sebagai berikut:
“Pemberdayaan dan pendayagunaan tenaga kerja merupakan kegiatan terpadu untuk memberikan
kesempatan kerja yang seluas-luasnya dan sebesar-besarnya bagi tenaga kerja Indonesia.”

2, Dapat mewujudkan pemerataan kesempatan kerja yang sesuai dengan Kebutuhan
Pembangunan Nasional dan Daerah
Penjelasan Pasal 4 huruf (a) berbunyi sebagai berikut:
“Pemerataan kesempatan kerja ini harus dilanjutkan di seluruh wilayah negara Indonesia sebagai satu
kesatuan pasar tenaga kerja yang memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh tenaga kerja
Indonesia untuk mendapatkan pekerjaan sesuai dengan keterampilan, minat, dan bakatnya.”

3. Dapat memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja dalam mewujudkan
kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya
Dalam bidang pekerjaan, hal ini memiliki potensi yang penting dan mempengaruhi kacntingem
umum, oleh karena itu pemerintah merubahnya dari hak privat menjadi hak publik. Karena banyaknya
masalah ketenagakerjaan yang muncul di dalam dan luar negeri. Contoh:
Banyak kasus yang dibawa ke Pengadilan Perburuhan (PHI) melibatkan penggunaan tenaga kerja
asing.

Adanya perlanggaran yang telah dilakukan oleh PT. X terhadap para pekerjanya ialah
perusahaan tidak memenuhi hak pekerja yang dimana hak pekerja tersebut adalah memberikan upah
yang layak setiap bulannya, dijelaskan pada Pasal 88 Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang
ketenagakerjaan. PT.X telah memberikan upah dibawah UMR kepada pekerjanya yang bertentangan
dengan Pasal 90 Ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan,
menjelaskan bahwa : “Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum yang telah
ditetapkan oleh Gubernur”. Selain itu perusahaan juga melanggar kewajibannya mengenai waktu kerja
para karyawannya. Para karyawan telah bekerja melebihi waktu yang telah ditentukan pada Pasal 77
Undang-undang nomorf} 3 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Apabila para karyawan tersebut
bekerja melebih waktu yang telah ditentukan tersebut maka waktu yang telah dilewati oleh karyawan
tersebut adalah waktu lembur. Dalam waktu lembur tersebut para karyawan berhak mendapatkan
upah lemburnya sesuai dengan ketentuang yang berlaku. Akan tetapi perusahaan PT. X tersebut tidak
membayarkan upah lembur pada para pekerja yang melakukan kerja lembur.

Maka timbulah perselisihan terhadap perusahaan PT. X dengan para pekerja yang tidak
terpenuhi hak-haknya sebagai pekerja sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 13 tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan. Dalam perselisihan ini para pekerja telah bergabung ikut serta dalam
organisasi Federasi Serkat Pekerja Metal Indonesia (Serikat Pekerja) yang menjelaskan semua aspirasi-
aspirasinya kepada pengurus dari serikat pekerja tersebut dan selama bermusyawarah terhadap
perusahaan, pengurus serikat pekerja, dan para pekerja tidak menemukan jalan keluarnya atau tidak
mendapatkan kesepakatan. Maka para pekerja melaporkan perselisihan tersebut kepada pengawas
Dinas Ketenagakerjaan untuk mendapatkan kesepakatan yang adil dan hak-haknya para pekerja dapat
terpenuhi oleh perusahaan PT. X.

IV.  SIMPULAN

Hasil pembahasan tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa Organisasi Federasi Serikat
Pekerja Buruh Metal Indonesia sudah melaksanakan tanggung jawab di PT. X dalam menyelesaikan
perselisihan hak kekurangan upah sesuai dengan Undang - Undang Nomor. 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan.




(1]
[2]
(3]
[4]
[5]
(6]
[7]
(8]

[9]
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Ucapan LeriMA KAsiH

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan
karunia-Nya. Tak lupa Shalawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW,
sehingga artikel jurnal yang berjudul “ Tanggungjawab Organisasi Federasi Serikat Pekerja Metal
Indonesia Dalam Perlindungan Hak-Hak Pekerja” dapat diselesaikan secara efektif. Karya tulis ilmiah
ini merupakan salah satu persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum dari Universitas
Muhammadiyah Sidoarjo.
Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih dan semoga karya ilmiah ini bermanfaat bagi semua orang
yang membutuhkannya. Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk membantu Penulis
menyempurnakannya.
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